SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR
BAGI KENDARAAN YANG MASA BERLAKU UJINYA HABIS PADA SAAT
PENUTUPAN LAYANAN UJI KENDARAAN
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum, Bupati dapat memberikan keringanan,
pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas
pokok Retribusi dan/atau sanksinya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan
Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di
Kabupaten Magetan, Bupati dapat memberlakukan pemutihan
uji berkala berupa pembebasan denda terhadap kendaraan
wajib uji yang tidak mengujikan kendaraan tepat pada
waktunya;

c. bahwa dalam rangka upaya kewaspadaan dan pencegahan
terhadap resiko meluasnya penyebaran Corona Virus
Desesase (COVID-19) di lingkungan kerja Dinas Perhubungan,
telah dilakukan penutupan layanan uji kendaraan bermotor
pada tanggal 16 sampai dengan 19 Maret 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c serta guna mendorong kesadaran
masyarakat untuk tertib berlalulintas melalui pengujian
terhadap kendaraan bermotor serta sebagai upaya

meringankan beban masyarakat Kabupaten Magetan akibat



Mengingat

pandemi Corona Virus Desesase (COVID-19), perlu
memberikan pembebasan atas denda keterlambatan wuji

kendaraan bermotor;

. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf d,

perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang
Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor
Bagi Kendaraan Yang Masa Berlaku Ujinya Habis Pada Saat
Penutupan Layanan Uji Kendaraan Di Dinas Perhubungan

Kabupaten Magetan;

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
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10.

11

12.

13.

14.

15.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5346) ;

.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6122);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993
tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaran
Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan
Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahuun 2015 Nomor 1296);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018
tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahuun 2018 Nomor 547);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019
tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi
Jawa Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020
tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 82);

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
dan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di
Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2012 Nomor 47);

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 16);
Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Magetan (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 32);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DENDA
KETERLAMBATAN UJI KENDARAAN BERMOTOR BAGI
KENDARAAN YANG MASA BERLAKU UJINYA HABIS PADA
SAAT PENUTUPAN LAYANAN UJI KENDARAAN DI DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Pembebasan Denda
Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan
Yang Masa Berlaku Ujinya Habis Pada Saat Penutupan
Layanan Uji Kendaraan Di Dinas Perhubungan Kabupaten
Magetan.

(2) Penutupan Layanan Uji Kendaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penutupan layanan
uji kendaraan dalam rangka upaya kewaspadaan dan
pencegahan terhadap resiko meluasnya penyebaran
Corona Virus Desesase (COVID-19) di lingkungan kerja
Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada tanggal 16
sampai dengan 19 Maret 2021.

Pasal 2

(1) Pembebasan denda keterlambatan wuji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan bagi setiap kendaraan
bermotor yang diujikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Magetan.

(2) Pembebasan denda keterlambatan uji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak Peraturan
Bupati ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret
2021.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan
untuk melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi

pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan dapat
menetapkan petunjuk teknis sebagai tindaklanjut berlakunya

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD

HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 23

Pemgbina ngkat I}
NIP 197&0206 200003 T 004



